BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 4 maka dapat
disimpulkan hal — hal sebagai berikut ini :

1. PT X memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya, salah satunya dalam pemenuhan
kewajiban PPh Badan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi
dimana PT X memenuhi semua kriteria kepatuhan perpajakan
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan tidak pernah
mendapatkan surat teguran dari kantor pelayanan pajak.

2. Perencanaan yang diterapkan oleh PT X belum benar — benar
optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa transaksi
yang dapat diupayakan untuk mengefisiensikan beban PPH
Badan yang belum dilakukan oleh PT X. Transaksi tersebut
antara lain tidak lengkapnya daftar nominatif atas biaya
entertainment, biaya spare part kendaraan, biaya
bensin/solar/olie/parkir, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya
surat — surat kendaraan, dan kerugian lain — lain.

3. Perencanaan pajak atas penghasilan pasal 21 karyawan
menggunakan metode net basis atau pajak yang ditanggung
oleh perusahaan. Jika PT X menggunakan metode gross up
mengefisiensi  pajak penghasilan badan sebesar Rp
6.734.544,60.
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4. Perencanaan pajak untuk pengadaan aktiva tetap perusahaan
dengan menggunakan alternatif leasing lebih menguntungkan
perusahaan dibandingkan dengan menggunakan aternatif tunai
dengan kredit bank. Dengan menggunakan alternatif leasing
perusahaan mampu mengefisiensikan beban PPh Badannya
dikarenakan alternatif leasing lebih besar jumlah penghematan
pajaknya yaitu Rp 205.191.574.

5. Dengan melengkapi daftar nominatif dan memberikan bukti sah
atas biaya — biaya tersebut dan memaksimalkan biaya yang
dapat dijadikan sebagai pengurang, maka PT. X dapat
melakukan penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp.
26.343.926,00. Dimana PPh terutang awal PT. X berdasarkan
perhitungan perusahaan sebesar Rp. 773.963.398,00. Dan
penghitungan kembali PPh terutang PT. X dengan
memaksimalkan biaya — biaya yang dapat dikurangkan adalah
Rp. 747.619.472,00.

5.2. Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan maka saran — saran yang
dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya memberikan perhatian secara khusus terhadap
kelengkapan bukti sah transaksi dan daftar nominatifnya yaitu bukti
pengeluaran asli yang diberikan pihak luar perusahaan atas transaksi
yang dilakukan. Dan Sebaiknya PT X lebih mengkaji secara

mendalam ketentuan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan
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lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajak
dapat ditekan secara maksimal.

. PT X sebaiknya menggunakan alternatif perhitungan pajak dengan
cara memberikan tunjangan yang di gross up. Selain PT X dapat
menekan beban Pajak dan menghemat pajak, PT X juga
meningkatkan kesejahteraan karyawan, karena take home pay
karyawan tidak perlu di potong.

. Untuk perencanaan dalam perolehan aktiva tetap perusahaan berupa
alat pancang PT X sebaiknya menggunakan alternatif leasing dengan

hak opsi karena mendatangkan penghematan pajak penghasilan.
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